
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagai bentuk

partisipasi Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap

Bencana Alam yang terjadi pada Provinsi Aceh,

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, maka

dipandang perlu untuk memberikan Bantuan

Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat

terdampak Bencana Alam sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat E ciaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ
tanggal I Desember 2025 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera

Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat

Terdampak Bencana Alam;
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C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 33 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2025 .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828) ;

3. Un<lang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

202 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 246, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

4 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (l£mbar Negara Republik Indonesia

Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2004

Nomor 104 , Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442 1) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6856) ;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor

74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340) ;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693) ;

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor I09, Tambahan I,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6224) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42) ;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (I£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6847) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20:23

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6883) ;

16. Peraturan Mlenteri Dalam Negeri Nomor 32 TaIlun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

tentang Perubahan Kehma Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 565);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 %un
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067) ;
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

202 ltentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 648);

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2025.

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Bengkulu.
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan

sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan

APBD .

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran

2025 semula sebesar Rp. 3.212.032.513.746 berkurang

sebesar (Rp .69 .93 1 .055.4 19) sehingga menjadi

Rp.3. 142.101.458.327, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.3. 135. 120.040.746

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 113.311.303.134)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.3.021.808.737.612

Belanja Daerah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja daerah
Rp.3.142.101.458.327

Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 76.9 12.473.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.380.247.715

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 120.292.720.715

b. Pengeluaran pembiayaan

1 ) Semula

2) Bertambah/(berkurang) U

2.

Rp.3.212.032.513.746

(Rp. 69.931.055.419)

setelah perubahan

3

Rp.

Rp

0

0
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Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 0

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 120.292.720.715

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan RpC)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok Dan Jenis

Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

Dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan

Barang Yang Diterima Serta Skpd

Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa

Uang dan barang Yang Diterima Serta

SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat

Umum dan Khusus Yang Diterima Serta

SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan
Desai

2. lampiran Il

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. 1,ampiran V

6. Lampiran VI

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id


-9-

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasa1 5

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan
APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Desember 2025

GUBERNUR BEN(,KULU ,

Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tangga1 8 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ,
Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 37

m :rT1dengan aslinya
BIRO HUKUM

VINSI BENGKULU

NIP. 19721012 200212 1 004
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